BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Naskah Penjelasan

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dan diberikan  otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu
melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya
sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak
bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara sebagian urusan
pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan mempunyai
kewajiban dalam  pengelolaan keuangan Daerah. Kewajiban
penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan
Daerah meliputi:

a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,



b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD
dengan program Pemerintah Pusat; dan

c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang
ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan dan
pembangunan di daerah adalah dimanfaatkannya sistem pengelolaan
keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelolaan
Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari manajeman anggaran
publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran pendapatan
dan belanja daerah. Hal ini berarti segmen pengelolaan keuangan daerah
menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik.
Langkah Pemerintah Daerah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu
hal yang penting menentukan arah kebijakan keuangan.!

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan

Moenek Reydonntzar, Dadang Suwanda, Good Governance Pengelolaan Keuangan
Daerah, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hal 11-12.



keuangan daerah diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan

dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran daerah. Keuangan daerah meliputi:

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan/atau

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan arahan
penyempurnaan pengaturan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata
pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam pengaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terkait dengan



pengelolaan keuangan Daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah yang
menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Daerah.

Perubahan Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan
good governance dan clean government. Oleh karena itu perlu ditetapkan
pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah
yang efesien dan efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kota Bontang telah memiliki
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, namun perlu
dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan saat ini serta perintah untuk menetapkan perda diantaranya:



a. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tata cara penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur
dalam peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;
dan

b. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana
Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan paling lama tahun 2022.

Berdasarkan semangat perubahan diatas, Pemerintah Daerah Kota
Bontang perlu segera menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan
keuangan daerah yang baru yang mengacu pula pada ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya diantaranya yaitu
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

B. Tujuan Naskah Penjelasan
Penyusunan Naskah Penjelasan bertujuan untuk mendapatkan
gambaran dan pemahaman yang komperehensif akan pertimbangan,

permasalahan dan solusi penyelesaiannya, landasan filosofis, sosiologis,



yuridis mengenai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. Terwujudnya perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan dan pertanggujawaban keuangan daerah yang baik.

2. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai
dengan keadaan dan kebutuhan namun tetap berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Landasan Filosofis yang menjadi pertimbangan dari Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah adalah Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Alenia ke-4, mengamanatkan negara bertanggung jawab
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini
yang apabila tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik

maka tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS



NASKAH PENJELASAN RAPERDA KOTA BONTANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Landasan sosiologis menggambarkan peraturan yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Luas
wilayah sekitar 497,57 km?, Kota Bontang merupakan daerah otonomi
dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan
dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan
Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.?

Penerimaan Daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Penerimaan
Daerah Tahun 2020. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota
Bontang telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi
Pemerintahan yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang tahun 2019. Opini
WTP ini telah diterima Kota Bontang sebanyak enam kali.3

Selanjutnya hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, BPK kembali memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kota Bontang,
Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten
Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam

Paser Utara, dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).4

2 Lampiran Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021

3 https://www.kronikkaltim.com/2020/06/24/kota-bontang-dapatkan-opini-wtp-ke-enam-kalinya/, diakses tgl 12
Juli 2021

4 https://kaltim.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-
Ikpd-kabupaten-kota-se-provinsi-kalimantan-timur-ta-2020/, diakses 12 Juli 2021


https://www.kronikkaltim.com/2020/06/24/kota-bontang-dapatkan-opini-wtp-ke-enam-kalinya/
https://kaltim.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-lkpd-kabupaten-kota-se-provinsi-kalimantan-timur-ta-2020/
https://kaltim.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-lkpd-kabupaten-kota-se-provinsi-kalimantan-timur-ta-2020/

Sejalan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bontang
diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa setiap pengeluaran daerah yang terdiri atas belanja
daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah harus mempunyai dasar
hukum yang melandasinya'. Berdasarkan hal tersebut, maka
dengan dibentuknya Peraturan Daerah diharapkan dapat memberi
landasan hukum dan pedoman dalam pengelolaan keuangan
daerah atas pendapatan daerah dan belanja daerah di Kota
Bontang agar lebih baik, efektif, efisien dan tranparan.

Selain itu dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat memberi
kepastian hukum dan menjadi alat kontrol bagi pemerintah daerah,
stake holder, dan masyarakat sesuai peran sertanya masing-
masing dapat melihat, mengawasi dan  terlibat dalam
menyukseskan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di

masyarakat Kota Bontang.

C. LANDASAN YURIDIS
Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi
kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah
ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
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Peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan
kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty), sebagai
fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-
undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain
konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-
undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika
antara kaidah-kaidahnya, kebakaun susunan dan bahasa, dan
adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan
perundanga-undangan.

Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah
tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan
kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah

didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran),
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Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)

Undang-Undang ini yang menjadi legitimasi bagi Pemerintah
Kota Bontang untuk menjalankan urusan-urusan berskala kota
yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar
kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai
dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan Dengan
Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kota
Bontang tercantum dalam Pasal 7 yaitu Kota Bontang berasal dari
sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:

a. Kecamatan Bontang Utara; dan
b. Kecamatan Bontang Selatan.

Batas Wilayah Kota Bontang menurut Pasal 10 ayat (5) yaitu:
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a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai
Timur;

b. sebelah timur dengan Selat Makasar;

c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten
Kutai; dan

d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Pasal 3
(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

(2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

(3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perncanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang
menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
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(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang
menjadi kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

(7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran
berikutnya.

(8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau
penyertaan  pada  Perusahaan = Negara/Daerah  harus

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memperkokoh
landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada
daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana
yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar
kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-
baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah,
diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan

keuangan daerah.
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Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini
selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi
pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat,
berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Pasal 17

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan
dari pemerintah pusat.

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan

dari pemerintah daerah.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421).
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Pasal 5

(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan
Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

(3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 4438)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan,
pelimpahan, dan penugasanurusan pemerintahan kepada Daerah
secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah

dan Pemerintahan Daerah.
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Pasal 66 menyebutkan Keuangan Daerah dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undngan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman
teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan
Perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini
tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses
pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur
Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam
pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata
cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan
tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana

didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian
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yang dikenal dengan naskah akademik/penjelasan/keterangan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada
proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui
sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang
berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri
atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut
secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah berada pada urutan
kedua paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-
undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan
dimuat dalam Peraturan daerah harus sesuai dan tidak

bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-

18



undangan yang berada di atasnya khususnya Peraturan
Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi.

Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan
daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

daerah diantaranya:

a. Pasal 280

(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan
Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan

Daerah.
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(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel;

b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah
dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan

c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas
Pembantuan.

b. Pasal 283

(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang
tidak  terpisahkan dari penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai
akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat.

c. Pasal 284

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah
kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh  kekuasaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau

mengeluarkan uang.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

11.

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Pasal 100

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Di dalam Peraturan Menteri ini dilakukan pengklasifikasian
terhadap produk hukum daerah berdasarkan bentuknya,
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, produk hukum daerah
berbentuk peraturan dan penetapan. Lebih lanjut dalam Pasal 3
dimuat jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan
meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan
peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum berbentuk penetapan
meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan
pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Lebih
lanjut, dimuat juga mengenai tata cara pembentukan produk
hukum yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan.
Dalam Peraturan ini memuat mengenai Lampiran Bentuk Produk
Hukum Daerah yang salah satunya memuat mengenai bentuk
rancangan Peraturan Daerah yang dipedomani dalam
pembentukan Rancangan peraturan Daerah.

Perhatikan Pasal 16, Permendagri 120 Tahun 2018, dimana
dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat
mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan,

salah satunya adanya perintah dari ketentuan peraturan
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12.

perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda

ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
Beberapa pasal yang berkaitan dengan dibentuknya perda
mengenai pengelolaan keuangan daerah diantaranya:
Pasal 2
(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengelola keuangan daerah;
b. APBD;
c. Penyusunan rancangan APBD;
d. Penetapan APBD;
e. Pelaksanaan dan penatausahaan;
f. Laporan realiasasi semester pertama APBD dan perubahan
APBD;
g. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
h. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD;
i. Kekayaan daerah dan utang daerah;
j- Badan layanan umum daerah;

k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
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l. Informasi keuangan derah; dan

m. Pembinaa dan pengawasan.

Pasal 3
Pada saat Perturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Daerah
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah

ditetapkan paling lama tahun 2022.

BAB IV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
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Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan
hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dapat
menjangkau seluruh wilayah Kota Bontang dengan dasar kewenangan
pembentukan yaitu perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah termasuk tata cara penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN
Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
terdiri atas:
1. Ketentuan Umum yang berisi;
a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau
beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan

tersendiri dalam pasal atau bab.
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2. Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

a.

b.

J-

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pejabata Pengelola Keuangan Daerah;

Pengguna Anggaran,;

Kuasa Pengguna Anggaran;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:

a.

b.

€.

f.

Umum;

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pendapatan Daerah;

Belanja Daerah;

Pembiayaan Daerah; dan

Surplus dan Defisit;

4. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

meliputi:

a.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
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b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;dan

c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

S. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:

a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; dan

d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan, meliputi:

a. Umum;

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;

c. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

d. Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana;

e. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;

f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;

g. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;dan

h. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27



7. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, meliputi:

a.

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
Pergeseran Anggaran;

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Pendanaan Keadaan Darurat;

Pendanaan Keadaan Luar Biasa;

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penyusunan  Rancangan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, meliputi:

a. Pengelolaan Piutang Daerah;

b. Pengelolaan Investasi Daerah;

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

d. Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah;
Badan Layanan Umum Daerah;

Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;

Informasi Keuangan Daerah;

Pembinaan dan Pengawasan; dan

Ketentuan Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan

beberapa hal antara lain:

1. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman umum dalam bentuk

Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaaan Keuangan

Daerah.
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2. Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan bentuk
komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban dalam
pengelolaan keuangan daerah selaku penyelenggara sebagian urusan
pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang akan dibentuk melalui naskah penjelasan ini
merupakan penyesuaian terhadap perubahan situasi, kondisi, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini serta efektifitas
pelaksanaan peraturan daerah, yang sebelumnya diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor

7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

B. Saran
Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah

Kota Bontang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat

beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan
justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang
mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca
pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah harus dilakukan secara efektif.
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2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dapat diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah
diluar Propemperda berdasarkan perintah dari Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Setelah ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah, disarankan agar
peraturan teknis berupa Peraturan Wali Kota sebagai tidak lanjut

pelaksanaan Perda ini harus segera disusun.
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